KUESIONER
KONSULTASI PUBLIK MENGENAI PENATAAN KEMBALI ALOKASI FREKUENSI UNTUK PELAYANAN IMT-2000 (3G)
Seperti telah diumumkan, dalam proses menata ulang alokasi frekuensi untuk pelayanan IMT-2000  Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi  sebanyak mungkin akan selalu melibatkan para stakeholder dalam pengambilan keputusannya. Hal ini telah dimulai dengan penyelenggaraan loka karya pada tanggal 21 Juli 2005 yang telah berjalan dengan baik. Loka karya tersebut bukan merupakan wujud konsultasi publik terakhir.  Kuesioner ini bermaksud sebagai  lanjutannya dan sekaligus merupakan ajakan resmi kepada para stakeholder untuk mengutarakan pendapatnya mengenai beberapa aspek alokasi spectrum dan perijinan 3G yang diuraikan di bawah.  Cara menyampaikan pendapat atau tanggapan serta proses konsultasi tertulis diuraikan dalam Lampiran I kuesioner ini.  
Perihal yang dimohonkan tanggapan diuraikan dalam butir 1 s/d 10 berikut.   
1. Pada waktu ini alokasi frekuensi di pita WARC-92 (1920-1980 / 2110-2170 Mhz) untuk layanan FDD terrestrial menggunakan susunan Alokasi Spektrum Campuran (Mixed Spectrum Allocation).  Artinya, pada pita tersebut, antara 1920 sampai 1960 MHz dialokasikan bagi WCDMA mempergunakan pola dupleks (duplex pattern)  UMTS dengan pemisah dupleks (duplex separation) sebesar 190 MHz. Sedangkan antara 1960 sampai 1980 MHz dialokasikan untuk moda CDMA 2000 mempergunakan pola dupleks PCS 1900 dengan pemisah dupleks (duplex separation) sebesar 80 MHz. Sebagai akibatnya, harus ada pita pemisah (guard band) antara ke dua  format alokasi tersebut dan adanya pita bagian atas dupleks (duplex upper band) yang tidak mempunyai pasangan dan tidak dapat dipergunakan. Kedua hal ini merupakan pemborosan dan mengurangi lebar pita yang masih dapat dialokasikan bagi UMTS. Untuk mencegah atau meminimalisasi hal ini dan sedapat mungkin tanpa mengurangi kenyamanan pelanggan operator di pita WRC-2000, ada beberapa opsi penataan kembali alokasi di pita tersebut. Sebagai catatan pada saat ini hanya Telkom Flexy dan Indosat StarOne yang telah beroperasi dengan mengunakan moda CDMA-2000 dan pola dupleks PCS 1900. Pada sebagian pita WARC-92 tersebut (lihat Lampiran II). Dimohonkan tanggapan atau pendapat tentang baik–buruknya opsi-opsi berikut. 
a. Semua alokasi di pita WARC-92  menggunakan pola dupleks (duplex pattern) UMTS tidak tergantung pada teknologi (moda) yang digunakan. Sebutkan juga kira-kira berapa dan negara mana yang menerapkan alternatif ini. 
b. Semua alokasi di pita WARC-92 menggunakan pola dupleks PCS 1900 tanpa tergantung pada teknologi (moda) yang dipilih. Sebutkan juga kira-kira berapa dan negara mana yang menerapkan alternatif ini.
TANGGAPAN point a & b: masing2 bisa dilakukan, akan tetapi jika semua alokasi hanya digunakan utk satu standard saja, baik itu UMTS saja atau PCS 1900 akan terjadi monopoli dari satu moda teknologi saja, yang mana hal ini menjadi kurang baik dari sisi persaingan usaha dan juga benefit yang diterima oleh pelanggan.
Menurut pendapat saya, utk alokasi di pita WARC-92 dapat menggunakan pola campuran UMTS & PCS 1900 dengan tetap memperhatikan eksisting penyedia jaringan yang sudah beroperasi (terutama moda CDMA-2000) dengan mengingat daya beli teknologi harus mengikuti low-cost solution. Adapun negara yang juga menerapkan pola ini antara lain: Pakistan, Bangladesh, Philipina, Mexico, Argentina & Chile. 

c. Seperti keadaan sekarang, mohon dijelaskan bagaimana caranya untuk mencapai susunan (arrangement) alokasi yang : 
(i) meminimalisasi pemborosan spektrum, 
(ii) memaksimalkan sisa spektrum yang masih bisa dialokasikan bagi UMTS, dan 
(iii) tanpa atau meminimalisasi ketidaknyamanan pelanggan yang ada. 
TANGGAPAN point c : Berdasarkan kondisi yang telah berjalan saat ini maka utk mencapai susunan (arrangement) alokasi yang paling baik adalah dengan pengaturan kembali ijin frekuensi yang proporsional dan diterapkan secara adil dan konsisten pada setiap penyedia jaringan, misal utk UMTS & PCS masing2 5 Mhz. 

Dan yang lebih penting adalah bagi eksisting penyedia jaringan masih bisa beroperasi tetapi alokasi lebar frekuensinya diatur kembali sesuai kebutuhan sehingga tidak mengganggu kenyamanan pelanggan yang ada.
2. Bagaimanakah kira-kira ketersediaan peralatan yang mendukung moda CDMA-2000 dengan pola dupleks UMTS (serupa definisi Band Class 6 menurut 3GPP2) atau sebaliknya moda UMTS dengan pola dupleks PCS 1900 (serupa Band Class 1 menurut 3GPP2). 
TANGGAPAN : Ketersedian peralatan yang mendukung kedua moda tecknologi tsb sedang berkembang secara pesat di dunia, akan tetapi peralatan2 utk moda CDMA-2000 di Indonesia telah banyak tersedia dan relatif lebih murah, sedangkan utk moda technology UMTS(W-CDMA) saat ini masih mahal dan masih sulit direalisasikan (perlu ganti handset).
3. Apakah pengaruhnya pada alternatif 1.a sampai 1.c bila Pemerintah akan konsisten melaksanakan Rekomendasi ITU-R M. 1036-2.  
TANGGAPAN : Jika dilaksanakan maka akan timbul adanya biaya tambahan untuk penyesuaian alokasi frekuensi, dan belum tentu di band UMTS implementasinya dapat segera dilakukan karena HIGH-COST investment! Dan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap masyarakat luas yg saat ini tidak mengerti resiko biaya yang timbul atas perubahan alokasi frekuensi, misal harus ganti handset dsb.
Karena saat ini kondisi yang telah beroperasi harus juga dapat dipertahankan dan juga mempertimbangkan kompetisi pasar bebas, pengaturan yang kontinu dan perkembangan secara ekonomis (economic of scale) maka Pemerintah tidak dapat menerapkan sepenuhnya Rekomendasi ITU-RM tsb, untuk itu tetap akan lebih baik adalah dengan penggunaan pola campuran UMTS & PCS 1900 yg telah beroperasi. 

4. Mengenai perijinan bagi prospektif operator di sebagian pita WARC-92 yang belum ada pemegang ijin penyelenggaraannya, apakah sebaiknya tender penentuan penerima ijin baru serta biaya ijinnya (license fee) dilaksanakan melalui “beauty contest”, lelang (auction) atau kombinasi keduanya (hybrid).
TANGGAPAN: Utk pengaturan ijin frekuensi yang proporsional dan perlu diterapkan secara adil dan konsisten maka utk  sisa band frekwensi yang tersedia, setuju diadakan tender dengan Hybrid & hanya utk operator baru.
5. Apakah dalam tender nantinya bagian pita yang diperuntukkan bagi pelayanan TDD (1900-1920 dan 2010-2025 MHz) akan ditenderkan tersendiri atau merupakan satu paket dengan tender pita (1920-1980/2110-2170 MHz) yang diperuntukkan bagi pelayanan FDD ? 
TANGGAPAN : Utk pita pelayanan TDD karena saat ini di Indonesia belum beroperasi secara komersial dan juga benefitnya belum dinikmati oleh banyak pelanggan maka tidak ada masalah, mau ditenderken tersendiri maupun paket, asalkan dapat diterapkan secara adil dan konsisten.
6. Menurut pendapat anda, berapa besar lebar pita kebutuhan optimal (2 x 5 MHz atau kelipatannya) yang diperlukan untuk setiap operator dalam penyelenggaraan 3G nasional ? 
TANGGAPAN : Sebenarnya utk penyelenggaraan 3G dengan alokasi  5Mhz saja telah dapat terpenuhi, dan juga mengingat alokasi pita yang terbatas dan  banyaknya operator yang berminat (baik Eksisting maupun prospektif), hal ini akan lebih menguntungkan dalam sistem persaingan bebas yang pada akhirnya dapat meningkatkan benefit bagi pelanggan. 
7. Mengingat butir 6 di atas, apakah dalam ijin baru nanti roaming dalam negeri antara penyelenggara 3G dengan 3G dan antara 3G dengan 2G diperkenankan / diwajibkan, minimal dalam masa pembangunan. 
TANGGAPAN : Untuk mendukung pelayanan umum (public service) ke masyrakat, lebih baik diwajibkan.
8. Efisiensi penggunaan spektrum untuk 3G yang begitu tinggi nilainya akan menjadi buruk sekali apabila pemenang tender tidak dapat menggelar jaringannya tepat waktu karena kekurangan dana atau alasan lain. Bagaimana sebaiknya rumusan kewajiban penggelaran (roll-out obligation) dan apakah sanksinya bila kewajiban tersebut gagal dipenuhi. 
TANGGAPAN : Utk penggunaan spectrum 3G perlu prosedur yang jelas dan konsisten dalam merumuskan kewajiban penggelaran yg dirancang sehingga jika tidak sesuai harus diberikan sanksi, bahkan sampai dengan pencabutan ijin operasi.
9. Apakah rencana penataan spektrum 3G (band 2 GHz) ini juga perlu dikaitkan dengan penataan pada spektrum 800 MHz.
TANGGAPAN: Tujuan baik pemerintah dalam menerapkan rencana penataan spectrum sebaiknya berlaku utk semua spektrum frekuensi dan tidak terbatas utk kebutuhan 3G saja, termasuk juga penataan pada spectrum 800 Mhz

10. Tanggapan atau jawaban pertanyaan di atas harap disampaikan kepada Dirjen Postel selambat-lambatnya hari Senin tanggal 15 Agustus 2005 pukul 15.30 WIB. (lihat Lampiran I).     
